Menimbang

&Wmmf %@/zw};wrﬁ Dorak s
| Suiholn o orkecorten

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK : ,-: '

DAN KARYA REKAM
DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAMA ESA

GURERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat : 1. Undang-Undarg Nomer 7 Tahun 1971 tentang Ket@n_{u_an-

ketentuan Pokok Kearsipan;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Ssmpan

Karya Cetak dan Karya Rekam;

3. Undang-Undang Nomoer 10 Tahun 2004 t enlaqq Pe mbeptukam

Peraturan Perundang-undangan;

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diuhah terakhn‘ dengan

Lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jak: rla sebagai thukota Negaral

Kesatuan Republik Indonesia;

6. !.adang--Undang Nomer 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan:

7. Pera’uran Pemerinteh Nomor 70 Tahun 1981

Pelaksanaan Undang- Und'zng Nomor 4 Tahun 1690 tentang

serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998

Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Re?am Fl%m

Cerita atau Film Dokumentor;

oahv.e dalam rang<a pelaksanaan Pasal 0, Pasil 11, Pasal 12 ayat
(2), dan asal 16 ayal (2) Peraturan Daerah Nemor 8 Tahun 2206
tentang Serah Simpan Kavya Cetak dan Karya Rekam, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur teniang 1aa Cara Pelaksanaan



9. Peraturan  Pemenntah  Neomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Peme:intaﬁ,
Pemerintahan Daarah Provinsi dan Pemerintahan Duerah
Kebupaten/ Kota; S

10. Peraturan Daeah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam; : ' '

11 Peraturan Daerat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Kearsipan, :

12 Peraturan Daerah Nomor 10 Tanun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; ) :

L e

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PLLAKSANAAN

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM. LB

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur iai yang dimaksudkan dengan :

.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukola -Jakarta yang selanjutnya
disebut Provinsi DKI Jakarta. - .

pemerintah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta yang se!anjutnyal disebut
Pemerintab Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Parangkat Daerah
sebanal unsur penyelenggara pemerintatan Provinsi DK! Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerch Provinsi DKI Jakarta.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinal DKI Jakarta,

pengelola Karya Cetak dan IZarya Rekam yang selanjutnya disebut Pangelola
adalah Satuan Kerja Purangkat Daerah/Unit Korjn Perangkat Daerah yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang perpustakaan dan kearsipan, L

Penerbit adzlah Setiap orang, persekutuan, badan hukum bak milk. negara
mz upun swasta yang mcnerbitkan karya celak. R

Pengusaha rekamen adalah Setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik
nenara maupuan swasta yang menghasilkan karva rekam. S

I<aryu cetak adalah Semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual danatau
artistik yang dicetak rdan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar,
peta, brosur, dan sejenisnya '/ang diperuntukkan bagi umum. TR

Karya rekam adalah Semua jenis rekaman dari selisp karya intelektual dan/atau
artistik yang direkam dan digandakan dalar? bentuk pita, piringan, dan bentuk
lain sesuai dennan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. .
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Film adalah K1rya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi
massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografl dengan
direkam pada pita seluldid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil
peneniuan tekr oloci lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran relatui -
proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau lanpa
suara, yang dapat dipertunjukican dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi
mekanik, elektronik, (\an/atau leinnya. : Y

Film ceritera adalah Film yang dibuat tontonan dengan penékanar, pads éegi -
caritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar.”

Film dokumerter adalah Semua jenis film yang tidak merusak film dokur.'rsajrz}te'f- o
yang vajib diserahkan kepada Pengelola, e
IR S
Bibliografi adaleh Daftar bahan pustaka, baik yang dicetak maupun dirckam .
yang disusun menurut sisiem tertentu. SRR A

BAG I
PENYERAHAN
Bagian Kesaly

Karya Cetak

Pasal 2
Setiap penerbit wajib menyerahkan 1 (satu) karya cetak kepada _Pangeiola. :

Jenis karya cetak yang diserahkan kepada Pengelola sebagaimana dime<sud
pada ayat (1), meliputi : ; oo

. buku fiksi;

. buku non fiksi;

buku rujikan;

. lcarya artistik;

. karya ilmiah yang dipublikasikan;

majalah;

. surat kabar;

. peta;
brosu; . :
karya catak lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. e

Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayal (1), yang ;termasuk
wajit  diserahkan kepada Pengelola, edisi celakan kedua, ketlga_.kac_:llan.
seterusnya, yang mengalami parubaha: isi dan/~t= hentil L

Pasal 3

Penyerahan karya cetak sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2, _d_aga’:
dilakukan secara lengsung atau secara tidak langsung. _

Penyeralian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 disarahgan

kepada Pengelola.




3)

Karya rekam yary diserahkan telah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan memenuhi persyaratan kualitas, meliputl:, i3,

®eo TD

(),

di'ekukan melalui pos tercatai atau cara pengiriman lainnya ditujukan kepada

Penyeahan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud p'ada.ayat

Pengelola.

Penyerahan karya cetak melalui cara pengiriman sebagaimana dimaksud pada
aya* (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara yang baik dan aman sesual
dengan ketentuan teknis pengidiman yang berlaku pada umumnya.

Bagian Kedua

Karya Rekam

Pasal4d

Jenis karya rekam vyany diserahkan sebagaimana dimaksud pada:aya'l”
dalam bentuk: P

¢ filiry

b. kaset audio;

¢. kasetivideo; S
d. laser disk; L
e. piringan hitans;den
f sentuk media karya rekam lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 5

Karya rekam yang diserahkan sekurang-kurang:; w mamuzt

judul film ceritera atau film dokumenter, -
nama pengarang,

nama penulis skenario,

nama sutradara;

nama perusahaan rekaman fiim;

tempat produksi;

tahun produksi; :

sari cerita film atau film dokumenter.

T@ a0 T

Karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
ditandatangani oleh pengusaha rekaman alau penanggung jawab rekamar atau
orang atau badan vang bertanggung jawab memasukkan karya rekamf‘_-i S

Pasal 6

kualiias rukeman,

kualitas bahan baku;
keutuhan;

kelengkapan cerita;

tahan lama untuk disimpan.



Pasal 7

(1) Penyerahan karya rekam srbagaimana dimaksud dalam Pasal..ﬁ,'f dapat
dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. ' :

Co R fi )
(2) Penyerahan secara iangsung sebagaimana timaksud pada ayat € diserahkan o
kepada Penge/nia. Rt

(3) Penyerahan secara ticak lanjsurg sebagaimana dimaksud pada. ayatf»(‘l)‘,“,"
Cilakukan melalui pos tercatat atau cara pengiriman lainnya dttu ukan K
Pnnqeloia

(4) Penyerahan karya rekam meiaius cara 'Jengmman sebagaimana dlmaksud padaa‘
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara yang baik dan amanise El
dengan ketentuan teknis pengiriman yang berlaku pada umumnya.:

BAB I
FENGELOLAAN
Begian Kesalu

Umum

Pasal 8

Pengelolaan karya cetak Can karya rekam, meliputi:

a. penerimaan;
b. pengolahan;
¢. penyimpanan dan pendayagunaan;dan
d. pelestanan, -

Pasal 9

Pelaksanaan pengelolazn karya cetak da. karya re'"~n sab2raimana dimziksud
dalam Pasal 8, menjadi tanpgung jawab Pemurintah Provinsi DK Jakarta yany
secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kapala Pengelola.

Pasal 10

Dalam mengelola karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, Kepala Pengelola dapat bekerja sama dengan badan atau iembaga balk dalam

maupun luar negeri,

Pasal 11

(1) Kepala Pengalola dapat memberikan penghargaan kepada penerbit dan/atau
peagisaha rekaman yang teiah bekerja dalam membantu pengelolaan karya

cetak dan/ atau karya rekam.

(2, Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian penghargaan Sebagaiméﬁa
dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Pengelola sesuai dengan ketentuan_.‘

peraturan perundang-unuangar.



Bagian Kadua

Penerimaan

Pasal 12

(1). Kepala Pengelila memnriksa Persyaratan kualitas karya cetak dan karya rekam
yang diserahkr . R TR NT

(2) Apabila hasil p2meriksaan sebagaimana dimaksud pada ayaf (’?);‘m‘ehiéhuhi,.
persyaratan kialitas, Kepala Pxngelola memberikan tanda bukti penetimaan .
Kepada penert it atay pengusaha rekaman yang menyerahkan.: - =

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
memenuhi  persyaratan kuelitas, Kepale Pengelola memberikan
pemberitahLan penolakan kepada penerbit dan/atay pengusaha rekaman
menyerahkan, disertai dengan alasan penolakan berikut pengembalian
cetak atau karya rekam yang bersangkutan, R

yang'

L sty T

{4) Penolakan dan/atau pengembulian karya cetak atay karya rekam sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tidak meniadakan kewajiban penerbit dan/atau
penguszha rekaman yang bersangkutan untuk tetap menyerahkan karya cetak

atau karya rekam dari setlap judu! yang ditolak dan dikembalikan,

Pasal 13

(1) Kepala Pengelola meiacukan pencatatan setiap karya cetak dan karya'z'e:kém
yang diterimanya. A

{2) Pence atan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

judul karya cetak atau karva rekam);

nama pengarang,

nama penulis skenario;

nama sutradara:

nama perusahaan; ,;
tempat produksi; =
tahun produksi:

tanggal penerimaan:

keterangan lain yang dianggap periu.

SFeToaooon
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Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut rmengenai bentuk formulir tanda bukli penerim aan,
pemeriksaan, surat penolakan, dan pencatatan penciiinaan xarva cetak dan barva
rekem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, ciatur
dengan Peraturan Kepala Pengelola,

Bagian Ketiga
Pengolahan .

Pasal 15

Hasil penc itatan karya cetak dan karya rekem sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, menjadi dasar dalam pengolahan dan penyusunan karya cetak dan karya rekam
yang dilakukan dengan cara dan teknik tertenty sebagai katalog, bibliografi atay
bentuk lainnya sesual ketentuan poraturan perundang-undangan. '
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Pasal 16

(1) Karya cetak dan karya rekam dimuat dalam bibliografi daerah yang diterbitkan

(2)

Karya cetak dan karya r2kam yang diserahkan kepada Pengelola untuk disIh‘i
pada tempat penyi rpanan sesuai persyaratan dan tata cara teknis penyimpanan

(1

oleh Pengelcla, secara terka'a sekurang kurangnya sekali dalain 3 (tiga) bulan -
dan kumutasi tahunan. _ L

Penerbitan tibliografi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat: .ﬁﬁ(‘!). :
disumnaikan vleh Kepala Pengclola kepada penerbit dan/atau pengusaha™
rekaman yang menyerahkan karya cetak dan karya rekam. SRR

Bagiah Keempat

Penyimpanan dan Pendayagunaan

Pasal 17

Pasal 18

Masyarakat dapat memanfaatkan karya cetak danfalau karya rekam untuk
keper tingan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
penelitian, serta penyeburan informasi. IR

Femanfaatan karya cetuk dan'atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib memperhatikan ilai-nilai budaya daerah dan nasional serta -
kondisi sosfal ekonomi masyarskat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan. .

peratuan perundang-undangan. ‘ aak

Kepala Pengelola dapat menark kembali pemahfaatan karya cetak atau kas'y'ia'-
rekam, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesual dengan kepenlingan, -
sebagaimana dirinksud pada ayat (1). s e

Pasal 19

Setiap orang dilarang memanfaetkan karya cotek dan/atau karya rekam yzng
diserah-simpankan kepada Pengelola untuk tujuan komersial,

Pemanfaatan karya cetzk dan karya rekam dapat dilakukan di dalam lingkurgan
Pengelola.

Pasal 20

Karya cetak dan karya rekam, yang karena sifatnya dilarang oleh pemerititah
dan/atau ketentian peraturan perundang-undanann untik décdarka)r} atau
diketalui untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari

KKepala Pengelola. g

Untuk mempercleh lzin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), |
pemohon menyampaikan sural permohonan kepada iepala Pengelola, L




(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (23, mefiputi‘:

nama orang -.cau bacan yang akan memanfaatkan:

. judul karya yang akai dimanfaatkan: :

maksud dar, tujus n psmanfaatan karya, !

keteranqar lain yang diperlukan. RN

oo o

{

{4) Dalam ;angka waktu paling lama 7 (fujuh) hari kera sejak diterimanya .
permohonan iz.n pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala :
Pengelola berkewajiban memberkan jawaban diterima atau ditolak,

(8) Da'am hai pzrmohor.an izin pemanfaatan ditolak sebagaimana dlmaksud‘pada"'f
ayat (4), Kepala Pengelcla memberikan alasan penclakan.

(8) hetentuan lehih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan karya cetak. dan karya
rzkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur
dengan Peraturan Kepala Pengelola. , ;

Bagian Kelima
Pelestarian

Pasal21

Pelestarian karya cetak dan karyz rekam dilaksanakan melalui perawatan_dan
pengamannn karya. | =

Pasal 22

(1) Perawatan karya menjaci tugas dan tanggung jawab Kepala Penge!oia melaiui”®
pencegahan dan penanggulanjan terjadinya kerusakan karena proses aiam e
dan/atau karena ulah manusia. AT

(2) Selain perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), |<epala Penc;eloia::
berkewajihan melakukan pengamanan terhadap keutuhan dan ke!engiapan_,_:'; _

karya.

(3) Untuk pelestarlan karya cetak dan karya rekam, Pengelola dapat mengahh-
meaiakan karya yang diserah-simpankan sasual dengan ketentuan percmran

perundang-undangan,

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 23

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kesepahaman pentingnya serah
simpan karya cetak dan karya rekam, Kepala Pengeloia melakukan pembinaan
sekaligus mensosialisaskan ketentuan peraturan perundang- undangan vang
berkaitan dengan serah karya cetak dan karya rekam, melalui G hn

a. proses komunikasi dalain membangun dan menumbuhkan kesadaran mrta _
kesepahaman pentingnya serah simpan karya cetak dan karya rekam; o

b. proses edukasi ditujukan kepada penerbit, pengusaha rekaman, :dan masyar:ikat;

c. melaksanakan pambliraan atas dasar ket:nfuan pernteran perundang-undangan.
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2;  Selain sumber pemhiayaan dari Angraran Pendsnatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebagaimana dimakscd pada ayat (1), dapat bersumber dari dana lain
yang sah, -

(3) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat f?} dan ayat (2), -
dilaksanakan sesuai dengan Fetentuan peraturan perundang-undangan. -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai barlaku, Keputusan Gubernur Nomor 499 -
Tahun 1906 tentang Ketentuan Serah Simpan Karva Cetak dan Karya Rexam
Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus ibukots Jakarta dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Guberr.ur 'ni mulai betlaku peda taréggai diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .Gubérnur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Dacrah Khusus Ibukota

Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
BUKGTA JAKARTA, .-

Ciundangkan di vakaita
padatanggal 22 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

S~ _h. .

MULIAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PRO'/INS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART
TAHUN 2008  NOMOR 29 :




